BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan
Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
yang merupakan salah satu unsur dari Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko
secara komprehensif di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud
pada huruf a, diperlukan Pedoman Manajemen Risiko
yang dapat digunakan untuk mengelola risiko;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Risiko
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera
Barat;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku manjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-Undalg Nomor 46 Tahun 1999

tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



Menetapkan

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

MMEMUTU SK A N:

: PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten halmahera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Barat sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.

4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unsur pembantu Bupati dan
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DPR dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat yang selanjutnya disebut
Inspektorat adalah OPD yang merupakan aparat pengawasan intern
pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP
adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa
akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran
organlsasi.

8. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan
terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi
mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan
manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera
Barat.

2. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui
penerapan manajemen risiko.

Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. Infrastruktur Manajemen Risiko; dan

b. Proses Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat.

BAB II
INFRASTUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Infrastuktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a, meliputi :

a. Budaya Risiko;
b. Struktur Manajemen Risiko;
c. Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan

d. Anggaran Manajemen Risiko.



Bagian Kedua
Budaya Risiko

Pasal 5

(1) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan
pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh
sekelompok orang dengan tujuan yang sama.

(2) Wujud pelaksanaan budaya risiko dilakukan dalam bentuk:
a. komitmen pimpinan;
b. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam manajemen
risiko;
c. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis
organisasi;
d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;

e. tersedianya program pelatthan manajemen risiko untuk
seluruh pegawai

f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk
penanganan risiko;

¢. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko oleh
organisasi dan/atau pegawai; dan

h. ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan
dalam pengambilan keputusan.

(3) Pembangunan budaya risiko dilaksanakan melalui tahap:

a. Kesadaran berbudaya risiko;
b. Manajemen perubahan budaya risiko organisasi; dan

¢. Penyempurnaan budaya risiko organisasi.

Bagian Ketiga
Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

(1) Struktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, merupakan sinergi antar personel pada
semua tingkatan yang memberikan perspektif lengkap
tentang manajemen risiko

(2) Struktur manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Lini pertama;
b. Lini kedua; dan
c. Lini ketiga.



Pasal 7

(1) Lini Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf a, dilaksanakan oleh:
a. Pemilik Risiko; dan
b. Pengelola Risiko.

(2) Lini Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf b, dilaksanakan oleh Unit Mangemen Risiko.

(3) Lini Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf ¢, dilaksanakan oleh Unit Pengawas Intern.

Pasal 8

(1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a,
adalah Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Inspektur dan Camat
yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen risiko di lingkup
kerjanya.

(2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:

a.Pemilik Risiko untuk tingkat Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat yaitu Bupati;

b.Pemilik Risiko untuk tingkat Sekretariat Daerah yaitu
Sekretaris Daerah; dan

c. Pemilik Risiko untuk tingkat OPD yaitu Kepala OPD,
Inspektur dan Camat.

(3) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertanggung jawab:

a. memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan
dipantau;

b. menentukan tingkat selera risiko yang tepat;

c. mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam
pencapaian kinerja dengan menetapkan dan
mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak

pengendalian; dan

d. menyampaikan laporan manajemen risiko yang disusun
pengelola risiko.

(4) Laporan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d, ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Unit Manajemen Risiko.

Pasal 9

(1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf b, adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung
jawab manajemen risiko pada unit kerja masing-masing.



(2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:
a. Pengelola risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera

Barat adalah Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Inspektur
dan Camat yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

b.Pengelola risiko tingkat Sekretariat Daerah adalah
Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat; dan

c. Pengelola risiko tingkat OPD adalah seluruh Kepala
Unit Kerja di lingkungan OPD, Inspektorat dan
Kecamatan.

(3) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertanggung jawab untuk:

a. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses
identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta
risiko;

b.mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan

pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana
tindak pengendalian;

c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko
yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan
peristiwa risiko; dan

d.melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik
Risiko.

Pasal 10

(1) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), adalah unit penyelenggara manajemen risiko yang
ditunjuk untuk mengkoordinasikan proses manajemen risiko di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

(2) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah Sekretaris Daerah cq. Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

(3) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memiliki tugas:

a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

b.memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

c.memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas
manajemen risiko;

d. memberikan umpan balik berupa usulan /rekomendasi perbaikan
pelaksanaan manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko;

e. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pemantauan manajemen risiko;

f. memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada



seluruh OPD atau unit kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat; dan
g.memvalidasi usulan risiko baru dari Pemilik Risiko.

Pasal 11

(1) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3), adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat.

(2) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern
berbasis risiko.

(3) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memiliki tugas:
a. memberikan keyakinan bahwa proses manajemen risiko
telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
. melakukan evaluasi proses manajemen risiko;
. melakukan evaluasi atas pelaporan risiko;
. melakukan reviu atas manajemen risiko; dan
. memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara
tepat.
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(4) Apabila diperlukan, Unit Pengawas Intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan:

a. fasilitasi identifikasi risiko dan evaluasi risiko; dan/ atau

b. saran kepada pemilik risiko dalam melakukan respons
risiko.

Bagian Keempat
Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 12

(1) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf ¢, merupakan sistem informasi
terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk
membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit Manajemen
Risiko, dan Unit Pengawas Intern dalam proses manajemen
risiko.

(2) Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat dapat dilakukan dengan sistem informasi
manajemen risiko terintegrasi berbasis aplikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dikelola oleh Unit Manajemen Risiko.

Pasal 13

Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, dimanfaatkan untuk:
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membangun budaya risiko;

menjaga konsistensi penerapan kebijakan pengelola
menjaga kualitas data terkait risiko; dan
mempercepat proses pelaporan.

Bagian Kelima
Anggaran Manajemen Risiko

Pasal 14

(1) Anggaran manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d, diperlukan untuk penerapan pengelola yang
efektif.

(2) Anggaran pengelola dlialokasikan dan disediakan oleh Pemilik
Risiko.

(3) Alokasi anggaran managemen risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), digunakan untuk kegiatan antara lain:

a.
b.

C.

administrasi proses identifikasi risiko dan analisis risiko;
penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;

administrasi pemantauan atas prosespengelola dan
implementasi rencana pengendalian;

informasi dan komunikasi;

¢. koordinasi dan konsultasi;

sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan
kompetensi manajemen risiko; dan

evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas manajemen
risiko.

BAB III
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf b, merupakan penerapan Kkebijakan, prosedur dan
praktik manajemen secara sistematis.

(2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan oleh seluruh pemilik risiko di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

(3) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas:
a. penetapan konteks;



(4)
(5)

(6)

identifikasi risiko;

analisis risiko;

evaluasi risiko;

respons risiko;

informasi dan komunikasi; dan
pemantauan.
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Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses
manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya
organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Bagian Kedua
Penetapan Konteks

Pasal 16

(1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(3)

huruf a, merupakan proses menentukan parameter internal

dan eksternal untuk mengelola risiko serta menentukan ruang
lingkup kriteria risiko.

(2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan:

a.

e ey

mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis Pemilik
Risiko;

mengidentifikasi proses bisnis Pemilik Risiko;

mengidentifikasi pemangku kepentingan;

merumuskan kriteria dampak dan frekuensi; dan

menetapkan selera risiko.

Bagian Ketiga
Identifikasi Risiko

Pasal 17

(1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(3) huruf b, merupakan proses menetapkan risiko.

(2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh
hal yang berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal
maupun ekstemal.



Bagian Keempat
Analisis Risiko

Pasal 18

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
huruf ¢, merupakan proses penilaian terhadap risiko yang
telah teridentifikasi dalam rangka unruk menetapkan peta
risiko.

(2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan:

a. menetapkan level risiko;
b. memilah risiko berdasarkan level; dan
Cc. menyusun peta risiko.

Bagian Kelima
Evaluasi Risiko

Pasal 19

(1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
huruf d, merupakan proses untuk menentukan daftar prioritas
risiko.

(2) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan membandingkan antara peta risiko dengan
selera risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko.

Bagian Keenam
Respons Risiko

Pasal 20

(1) Respons risiko sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 ayat (3)
huruf e, merupakan proses merancang dan menetapkan
rencana tindak pengendalian.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan cara:

a. Mengidentifikasi akar penyebab dari risiko-risiko terpilih;

b.Menyusun kegiatan pengendalian dengan mempertimbang
kan akar penyebab risiko;

c.Menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan
pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian;

d.Menjadwalkan penanganan risiko dengan urutan waktu
berdasarkan peringkat level risiko; dan

e.Melakukan taksiran terhadap level risiko (treated risk / nilai
risiko jika direspons) setelah mempertimbangkan kegiatan
pengendalian.
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Bagian Ketujuh
Informasi dan Komunikasi

Pasal 21

(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (3) huruf f, merupakan proses penyediaan dan
pemanfaatan sarana komunikasi untuk menunjang pelaksanaan
manajemen risiko.

(2) Lnformasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara:
a. rapat berkala;
b.dialog risiko;
c. penggunaan sistem informasi; dan/ atau
d. pelaporan berkala.

Bagian Kedelapan
Pemantauan

Pasal 22

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
huruf g, merupakan proses pengawasan yang dilakukan
secara terus-menerus untuk memastikan setiap proses
manajemen risiko telah dilaksanakan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara:

a. Memastikan penerapan mangemen risiko berjalan secara efektif
sesuai dengan rencana; dan

b. Memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen
risiko.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pedoman Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 sampai dengan Pasal 22, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 19.A Tahun 2021 tentang Pedoman
Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo

Pejabat Raraf pada tanggal Januari 2023
Sekretaris Daerah /;\
A BUPATI HALMAHERA BARAT,
Asisten | -2%,
s oo~
Inspektur Daerah | "t‘ :
Kabag Hukum dan Organisasi % i JAMES UANG

(

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABDURRAJAK, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JASON KALOPAS LALOMO, SH, LL.M
NIP 1973[)728 200604 1 009
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Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHRERA BARAT,

JAMES UANG
Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Drs. MUH AD SYAHRIL ABDURRAJAK, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR [

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JASON KALOPAS LALOMO, SH, LL.M
NIP 19(730728 200604 1 009
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan seluruh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP). SPIP adalah Sistem
Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang bertujuan
untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan
penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga

menggambarkan proses penerapan Manajemen Risiko.

Dalam rangka pencapaian tujuan SPIP tersebut, pimpinan/manajemen
menerapkan Manajemen Risiko untuk memperoleh keyakinan bahwa
hambatan yang mungkin timbul dalam rangka pencapaian tujuan telah

dikelola dengan baik pada tingkatan yang dapat diterima.
Definisi Manajemen Risiko

Perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi yang
semakin pesat dan kompleks mengharuskan manajemen untuk
menerapkan manajemen risiko.Organisasi harus mengelola risiko yang
akan dihadapinya secara logis, sistematis, terstruktur, dan

terdokumentasi dengan baik. Hal ini dilakukan untuk melindungi
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organisasi dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai

hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi.

Banyak definisi atau pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai

risiko sesuai dengan disiplin keilmuan dan lingkup keahliannya,

sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Definisi Risiko dari Berbagai Sumber

Sumber Definisi
Kamus Besar Bahasa Risiko adalah akibat yang kurang
Indonesia menyenangkan (merugikan

membahayakan) dari
atau tindakan.

suatu perbuatan

Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008

Risiko adalah suatu kejadian yang
mungkin terjadi dan apabila terjadi akan

Manajemen Risiko (2007)

tentang Sistem memberikan dampak negatif padaq
Pengendalian Intern pencapaian tujuan instansi

Pemerintah

Badan Sertifikasi Risiko adalah  peluang terjadinya

bencana, kerugian atau hasil yang buruk|
Risiko terkait dengan situasi dimana
hasil negatif dapat terjadi dan besai
kecilnya kemungkinan terjadinya hasil
tersebut dapat diperkirakan.

Australia Standards/ New
Zealand Standards

Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu
yang akan berdampak pada pencapaian

(AS/NZS) (2009) tujuan. Risiko diukur dalam besaran
konsekuensi dan kemungkinan
terjadinya.

Committee of Sponsoring
Organization (COSO)

Risiko adalah kemungkinan terjadinya
sebuah event yang dapat mempengaruhi
pencapaian sasaran entitas.

The International
Organization for
Standardization (1SO)
31000

Risiko adalah efek dari ketidakpastian
terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Dari definisi-definisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa
yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi.



Risiko harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan
manajemen risiko. Definisi Manajemen Risiko dari berbagai sumber dapat

dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Definisi Manajemen Risiko dari Berbagai Sumber

Sumber Definisi
Kamus Besar Manajemen Risiko adalah upaya untuk
Bahasalndonesia mengurangidampak dari unsur ketidakpastian
AS/NZS (2009) Manajemen Risiko adalah budaya, proses, dan

struktur yang diarahkan menuju manajemen
potensi peluang dan akibat secara efektif.

ERM COSO (2004) | Manajemen Risiko adalah proses yang dipengaruhi
oleh Board of Directors, manajemen dan personel
lain dalam  entitas, diaplikasikan  pada
pembentukan strategi dan pada seluruh bagian
perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi
kejadian potensial yang dapat mempengaruhi
entitas, dan mengelola risiko selaras dengan
selera risiko (risk appetite) entitas, untuk

menyediakan jaminan yang wajar terhadap
pencapaian
ISO 31000 (2018) Manajemen Risiko adalah aktivitas-aktivitas
terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangka
mengelola dan mengontrol sebuah organisasi
terkait dengan risiko

Dari definisi-definisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian kegiatan
terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang
berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan

organisasi.

Peran manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi
lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan tata kelola
pemerintahan yang baik, mengoptimalkan penyusunan manajemen
strategis, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki organisasi,
dan mengurangi pengambilan keputusan yang reaktif dari manajemen
puncak sehingga pada akhirnya dapat mengefektifkan upaya pencapaian

tujuan organisasi.



Manajemen Risiko yang dilaksanakan secara efektif dan wajar dapat

memberikan manfaat bagi suatu organisasi, antara lain:

a. meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas

organisasi, yaitu dengan cara memberikan dasar penyusunan

rencana strategis sebagai hasil dari pertimbangan yang terstruktur

terhadap risiko kunci.

. meningkatkan akuntabilitas organisasi dengan mengubah pandangan

terhadap risiko menjadi lebih terbuka. Perubahan pandangan ini
memungkinkan organisasi belajar dari kesalahan masa lalunya

untuk terus memperbaiki kinerjanya.

. meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan

dengan meningkatkan fokus dalam melaksanakan kebijakan-

kebijakannya sehingga dapat meminimalkan ‘gangguan-gangguan
yang tidak dikehendaki.

. meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan dengan

mencapai kesinambungan pemberian pelayanan kepada pemangku
kepentingan (stakeholder), sehingga meningkatkan kualitas dan nilai

organisasi.

Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip Manajemen Risiko bertujuan menciptakan dan melindungi nilai

organisasi melalui:

1.

Prinsip terintegrasi

Manajemen Risiko menjadi bagian integral dari semua aktivitas

organisasi.
Prinsip terstruktur dan komprehensif

Pendekatanterstrukturdan komprehensif terhadap Manajemen Risiko

berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur.
Prinsip disesuaikan

Proses Manajemen Risiko disesuaikan dan proporsional dengan
konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan

sasarannya.



4. Prinsip inklusif

Hal ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan Manajemen Risiko

terinformasi.
5. Prinsip dinamis:

Manajemen Risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan
menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan

tepat waktu.
6. Prinsip ketersediaan informasi terbaik

Manajemen Risiko secara eksplisit memperhitungkan segala bahasan
dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan
tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi

pemangku kepentingan yang relevan.
7. Prinsip faktor manusia dan budaya

Memperhitungkan faktor perilaku dan budaya manusia secara
signifikan yang dapat mempengaruhi semua aspek Manajemen Risiko

pada semua tingkat dan tahap.
8. Prinsip perbaikan berkelanjutan

Manajemen Risiko diperbaiki secara berkelanjutan melalui

pengalaman.

a. Maksud

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan
Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera

Barat.
b. Tujuan
Manajemen Risiko ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan
kinerja;
b. mendorong manajemen yang proaktif;

c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan



perencanaan;

d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber

daya organisasi;
e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan;
f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
g. meningkatkan ketahanan organisasi.
c. Manfaat

Manfaat Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halmahera Barat meliputi:

a. meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas

pemerintah daerah;
b. meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah,;
c. meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan; dan
d. meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan.
d. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi infrastruktur dan proses
manajemenrisiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera

Barat.
e. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

3. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10



Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

f. Metodologi Penyusunan

Metode penyusunan Peraturan Bupati ini dengan menyempurnakan
langkah kerja dari rumusan atau aturan yang telah ada terkait
manajemen risiko sesuai dengan ketatalaksanaan/proses bisnis kegiatan
OPD atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera

Barat.
g. Sistematika Pedoman Teknis
Peraturan Bupati ini disusun dalam empat bab yang terdiri dari:

BAB 1 Pendahuluan berisi Latar Belakang, Definisi dan Prinsip
Manajemen Risiko, Maksud dan Tujuan, Manfaat, Ruang
Lingkup, Dasar Hukum, Metodologi Penyusunan, dan

Sistematika Peraturan.

BAB II Infrastruktur Manajemen Risiko berisi Budaya Risiko, Struktur
Manajemen Risiko, Sistem Informasi Manajemen Risiko dan

Anggaran Manajemen Risiko.

BAB III Proses Manajemen Risiko berisi Penetapan Konteks, Identifikasi
Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Respons Risiko,

Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.

BAB IV Penutup memuat pesan khusus tentang penggunaan Peraturan

Bupati ini.



BAB II
INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Infrastruktur Manajemen Risiko adalah prasarana yang diperlukan
untuk memulai pekerjaan Manajemen Risiko, yang meliputi prasarana lunak
(non-fisik) dan prasarana keras (fisik) yang terdiri dari Budaya Risiko,
Struktur Manajemen Risiko, Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan

Anggaran Manajemen Risiko.

A. Budaya Risiko

Budaya risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan
dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok
orang dengan tujuan yang sama. Pentingnya budaya risiko didasarkan
bahwa setiap organisasi selalu menghadapi berbagai macam faktor baik
internal maupun eksternal yang memengaruhi ketidakpastian dalam
pencapaian tujuan yang dinamakan risiko. Risiko timbul, berubah atau
hilang sesuai dengan perubahan konteks organisasi baik internal maupun
eksternal. Sifat risiko yang dinamis tersebut semakin terasa pada era

revolusi industri yang terjadi saat ini.

Setiap organisasi berisiko terpapar oleh insiden-insiden yang dapat
memengaruhi pencapaian tujuan, yang bahkan belum pernah
terbayangkan sebelumnya. Dalam hal ini, peran teknologi dalam
menyebarkan informasi menjadi sangat krusial. Jika sebelumnya
kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dan mempertahankan eksistensi
merupakan kebutuhan yang identik dengan sektor privat, maka di era
sekarang ini, sektor publik, terutama pemerintahan juga terpapar risiko
yang sama. Suatu negara bisa bangkrut dan suatu organisasi nirlaba bisa

dibubarkan karena hilangnya kepercayaan dari publik.

Hal tersebut dapat dihindari jika organisasi memiliki budaya risiko
yang telah terbangun dengan baik. Organisasi akan lebih mampu
membuat keputusan pengambilan risiko yang lebih efektif dan
menguntungkan. Dengan demikian, tujuan organisasi akan dapat dicapai

dengan efektif pula.
Upaya pembangunan budaya risiko merupakan proses perubahan
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B.

dari budaya risiko saat ini yang perlu diperbaiki ke tingkat yang

diinginkan. Budaya risiko yangunggul diwujudkan dalam bentuk:

1. komitmen pimpinan;

2. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam Manajemen Risiko;
3. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi,
4. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;

5. tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh

pegawai.

6. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan
risiko;

7. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko oleh organisasi

dan/atau pegawai; dan

8. ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan dalam

pengambilan keputusan.
Pembangunan budaya risiko dilaksanakan melalui tahapan:

a. peningkatan kesadaran berbudaya risiko;

b. manajemen perubahan budaya risiko organisasi; dan

c. penyempurnaan budaya risiko organisasi.

Struktur Manajemen Risiko

Pentingnya membangun struktur manajemen risiko, yaitu untuk
memastikan sinergi antar personel pada semua tingkatan di Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat secara proaktif memberikan perspektif
lengkap tentang paparan risiko dan peluang serta manajemen risiko.
Struktur Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
menggunakan konsep tiga lini (three lines model), yang terdiri dari Pemilik
Risiko sebagai lini pertama, Unit Manajemen Risiko (Risk Management
Unit) sebagai lini kedua, serta Unit Pengawas Intern sebagai lini ketiga.
Struktur Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

dapat dilihat pada gambar berikut:



Bagan 2.1
Struktur Manajemen Risiko Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

LINI 1 LS.

Berdasarkan struktur tersebut, fungsi lini pertama diperankan oleh
Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko. Lalu fungsi lini kedua diambil oleh
Unit Manajemen Risiko sedangkan fungsi lini ketiga diperankan oleh Unit
Pengawas Intern. Adapun hubungan ketiga unsur tersebut dalam struktur

organisasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Lini Pertama

Dari perspektif lini pertama, struktur manajemen risiko Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari 3 level Pemilik Risiko yaitu
tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, tingkat Sekretariat
Daerah dan tingkat OPD. Pemilik Risiko merupakan Bupati, Sekretaris
Daerah, Kepala OPD, Inspektur dan Camat yang bertanggung jawab

untuk melakukan manajemen risiko di lingkup kerjanya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pemilik Risiko akan dibantu oleh
Pengelola Risiko. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
10



a. Pemilik Risiko

1. Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
adalah Bupati

2. Pemilik Risiko tingkat Sekretariat Daerah

Pemilik Risiko pada tingkat Sekretariat Daerah adalah
Sekretaris Daerah.

3. Pemilik Risiko tingkat OPD

Pemilik Risiko pada tingkat OPD adalah Kepala OPD dan
Inspektur sertaCamat.

Tanggung jawab Pemilik Risiko adalah:

4)

1) memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan
dipantau;

2) menentukan tingkat selera risiko yang tepat;

3) mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian
kinerja  dengan menetapkan  dan mendelegasikan
pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan

menyampaikan laporan manajemen risiko yang disusun
Pengelola Risiko kepada Bupati tembusan ke Unit Manajemen

Risiko.

b. Pengelola Risiko
1. Pengelola Risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera

Barat

Pengelola risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera
Barat menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah, seluruh
Kepala OPD, Inspektur dan Camat yang dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam
pelaksanaan tugasnya, Pengelola Risiko tingkat Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat dapat dibantu oleh Tim Teknis
Pengelola Risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera

Barat yang ditetapkanoleh Sekretaris Daerah.

2. Pengelola Risiko tingkat Sekretariat Daerah

Pengelola risiko tingkat Sekretariat Daerah menjadi tanggung
jawab seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah
vang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Sekretariat Daerah.
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3. Pengelola Risiko tingkat OPD
Pengelola risiko tingkat OPD menjadi tanggung jawab seluruh
Kepala Unit Kerja di lingkungan OPD, Inspektorat dan
Kecamatan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris
OPD /Sekretaris Inspektorat/Sekretaris Camat pada masing-

masing Unit Kerja.
Tanggung jawab Pengelola Risiko adalah:

1) memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan

analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;

2) mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan
risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak
Pengendalian (RTP);

3) menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang
terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko;

dan

4) melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik
Risiko.

Tanggung jawab Koordinator Tingkat Pengelola Risiko adalah :
Memfasilitasi dan  mengadministrasikan laporan pelaksanaan
manajemen risiko yang disusun Pengelola Risiko dan dikirimkan

kepada Pemilik Risiko;

2. Lini Kedua
Unit Manajemen Risiko yang berperan sebagai lini kedua dalam struktur
manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Barat adalah Sekretaris Daerah cq. Bagian Hukum dan

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Adapun tugas Unit Manajemen Risiko tersebut adalah:
1. memantau penilaian risiko dan Rencana Tindak Pengendalian;
2. memantau pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;

3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas manajemen
risiko;
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4. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan

pelaksanaan manajemen risiko oleh unit Pemilik Risiko;

5. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan

manajemen risiko;

6. memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh
OPD atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halmahera Barat; dan
7. memvalidasi usulan risiko baru dari unit Pemilik Risiko.
3. Lini Ketiga

Unit Pengawas Intern yang berperan sebagai lini ketiga dalam tataran
struktur manajemen risiko Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat. Unit Pengawas Intern
bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis
risiko.

Adapun tugas Unit Pengawas Intern tersebut adalah:

1. memberikan keyakinan bahwa proses manajemen risiko telah sesuai

dengan Peraturan Bupati ini;
2. melakukan evaluasi proses manajemen risiko;
3. melakukan evaluasi atas pelaporan risiko;
4. melakukan reviu atas manajemen risiko; dan
5. memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat.

Apabila diperlukan, Unit Pengawas Intern dapat melakukan hal-hal

sebagai berikut:
a. memfasilitasi identifikasi risiko dan evaluasi risiko;

b. memberikan saran kepada manajemen dalam melakukan respons
risiko.

Uraian Struktur Organisasi Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Halmahera Barat tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
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C. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera
Barat dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi yang
dikelola oleh Unit Manajemen Risiko. Dengan adanya sistem informasi ini,
diharapkan seluruh informasi terkait dengan risiko dan keluaran (output)
setiap proses manajemen risiko pada Pemerintah Kabupaten Halmahera

Barat dapat terdokumentasikan secara konsisten dan aman.
Manfaat Sistem Informasi Manajemen Risiko antara lain:
a. Membangun budaya risiko

Budaya risiko yang kohesif tidak akan bisa dikembangkan jika masih
terdapat batasan-batasan antar unit dalam organisasi. Dengan
adanya aplikasi manajemen risiko, para pengelola akan mempunyai
akses langsung ke para pimpinan (pemilik risiko). Dengan demikian,
diharapkan pimpinan akan dapat menjunjung tinggi kesadaran atas
manajemen risiko, dan para pegawai akan cenderung mengikuti dan

memiliki nilai-nilai yang sama.
b. Menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko

Penggunaan aplikasi dalam manajemen risiko berguna untuk
memastikan bahwa semua proses manajemen risiko telah
dilaksanakan. Penggunaan aplikasi juga menjamin keseragaman
format dokumen yang dihasilkan dari setiap proses. Selain itu,
pembagian peran untuk para pengguna aplikasi manajemen risiko
merupakan batasan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan

kebijakan yang telah ditetapkan.
c. Menjaga kualitas data terkait risiko

Basis data risiko disimpan di server milik Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat sehingga keamanan lebih terjamin. Basis data
tersebut dapat digunakan oleh sistem/aplikasi lain di Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat sehingga data terkait risiko dapat

tersedia setiap saat untuk pengambilan keputusan.

d. Mengurangi lamanya waktu pelaporan mulai dari penyusunan sampai
dengan penyampaian laporan.
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Dokumen dalam bentuk hardcopy maupun softcopy (yang berupa file-
file terpisah) bersifat statis karena hanya disimpan oleh orang-orang
tertentu saja, sehingga dapat mempersulit pengumpulan, analisis,
dan pelaporan data. Dengan adanya dukungan aplikasi, proses
pelaporan manajemen risiko akan lebih cepat karena telah

terotomatisasi dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data.

Agar dapat memenuhi manfaat tersebut, Sistem Informasi Manajemen

Risiko harusmempunyai kemampuan sebagai berikut:

i

Mencatat rincian risiko, pengendalian, dan prioritasnya, serta dapat
menunjukkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketiga jenis
catatan tersebut.

Mencatat respons risiko dan sumber daya yang dibutuhkan untuk

memitigasirisiko.

Mencatat rincian peristiwa risiko yang menimbulkan kerugian bagi
organisasi, serta pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa risiko
tersebut.

Merunut  (tracking) akuntabilitas risiko dan  akuntabilitas

pengendalian.
Merunut proses dan mencatat penyelesaian kegiatan respons risiko.

Memantau  kemajuan  pelaksanaan  Manajemen  Risiko dan

membandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Memberikan penggerak (trigger) untuk kegiatan pemantauan

(monitoring) dan pemberian keyakinan (assurance).

D. Anggaran Manajemen Risiko

Dalam manajemen risiko memerlukan dukungan dana untuk

pelaksanaan yang efektif, oleh karena itu seluruh lini yang terkait dengan

Struktur Manajemen Risiko harus mengalokasikan dan menyediakan

anggaran Manajemen Risiko yang digunakan untuk:

b.

C.

administrasi dan kegiatan proses manajemen risiko;

kegiatan koordinasi dan konsultasi;
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d. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi

manajemenrisiko; dan
e. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas manajemen risiko.

Adapun anggaran tersebut dalam pelaksanaannya membutuhkan

komponen biaya antara lain sebagai berikut:

1. Biaya honor pegawai, biaya konsumsi rapat dan narasumber untuk

kegiatan rapat, sosialisasi, dan Focus Group Discussion (FGD).

2. Biaya alat tulis kantor untuk menunjang administrasi seluruh

kegiatan.

3. Biaya pembelian dan pemeliharaan aset tetap seperti komputer server

untuk aplikasi manajemen risiko, sebagai sarana penunjang.

4. Biaya sewa ruang untuk kegiatan rapat besar seperti acara forum

daerah terkait pembahasan manajemen risiko.

5. Biaya perjalanan dinas berupa uang harian, biaya transportasi dan
akomodasi untuk kegiatan sosialisasi dan pemantauan oleh Unit

Manajemen Risiko dan Unit Pengawas Intern.

Anggaran tersebut terintegrasi dalam anggaran rutin pada masing-masing

Pemilik Risiko.
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BAB III
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan
praktik manajemen yang secara sistematis atas aktivitas penetapan konteks,
identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons risiko, pemantauan,
serta informasi dan komunikasi. Proses manajemen risiko dilakukan oleh
seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat yang merupakan bagian terpadu dengan manajemen secara
keseluruhan, khususnya SPIP, perencanaan strategis, manajemen Kkinerja,

dan penganggaran.

Keterkaitan antar proses manajemen risiko di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan secara rinci

diuraikan sebagai berikut:.

Gambar 3.1. Keterkaitan Antar Proses Manajemen Risiko
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A. Penetapan Konteks
Penetapan konteks adalah proses menentukan batasan, parameter
internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola risiko serta

menentukan ruang lingkup kriteria risiko dalam manajemen risiko.

Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan
Pemilik Risiko yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat strategis atau
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kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko
signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau

aktivitas instansi yang ditelaah.
Tujuan penetapan konteks adalah:

1. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis Pemilik Risiko
yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Halmahera Barat;
2. mengidentifikasi dengan proses bisnis Pemilik Risiko;

3. mengidentifikasi pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak di dalam
dan di luar unit Pemilik Risiko yang terlibat dalam proses bisnis
Pemilik Risiko;

4. merumuskan kriteria dampak dan frekuensi peristiwa risiko yang
bertujuan untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas
dari risiko; dan

5. menetapkan selera risiko.

Pada dasarnya, penetapan tujuan merupakan inti dari Penetapan
Konteks. Dalam penetapan tujuan, Pemilik Risiko harus mempunyai unsur
kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci sebagai dasar
pengukuran atau kriteria evaluasi pencapaian tujuan dan juga digunakan
untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak atau konsekuensi risiko
yang dapat mengganggu tujuan Pemilik Risiko. Tahapan/proses Penetapan
Konteks dilakukan/dituangkan oleh Pengelola Risiko ke dalam Lampiran
Pedoman Nomor 1 sampai dengan Lampiran Pedoman Nomor 4 yang

meliputi:
1. Identifikasi identitas Pemilik Risiko

Identifikasi mencakup uraian mengenai identitas Pemilik Risiko dan

Pengelola Risiko.
2. Penentuan periode penerapan manajemen risiko

Periode penerapan manajemen risiko merupakan kurun waktu

penerapan manajemen risiko.

3. Identifikasi sasaran strategis dan/atau program
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Penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis Pemilik Risiko
dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Pemilik
Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam
kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang
direncanakan/dilaksanakan Pemilik Risiko.

Identifikasi proses bisnis

Proses bisnis Pemilik Risiko mengacu kepada peraturan terkait struktur
organisasi dan tata kerja (SOTK), standar pelayanan, serta peraturan

teknis lainnya yang berhubungan dengan proses bisnis pemilik risiko.
Identifikasi pemangku kepentingan

Identifikasi mencakup daftar dan deskripsi pihak internal dan/atau
eksternal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang berinteraksi
dan Dberkepentingan terhadap keluaran/hasil (outputj dan/atau

manfaat (outcome) Pemilik Risiko.
Penetapan selera risiko

Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada
dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan
pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik
Risiko. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko tingkat
Sekretariat Daerah dan OPD tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko
tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Bupati).

Penetapan kriteria risiko

Kriteria risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif
maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level
kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak atas suatu risiko.
Kriteria risiko mencakup kriteria level kemungkinan
(probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak
risiko, dengan ketentuan sebagaimana dalam Lampiran Pedoman

Nomor 2.

Kriteria kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi

suatu risiko akan terjadi. Sedangkan kriteria dampak adalah ukuran
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besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya

suatu risiko.

Kriteria risiko ditetapkan oleh Pemilik Risiko tingkat Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat yang wajib dijadikan acuan oleh Pengelola

Risiko dalam melakukan analisis risiko.
8. Penetapan matriks analisis risiko

Matriks analisis risiko (Lampiran Pedoman Nomor 3) merupakan
matriks hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak
yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan
sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan ditetapkan oleh
Pemilik Risiko.

B. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan,
mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak
negatif terhadap pencapaian tujuan. Proses tersebut menghasilkan suatu
daftar sumber-sumber risiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi
membawa dampak negatif terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah

diidentifikasi dalam penetapan konteks.

Tujuan melakukan identifikasi risiko adalah mengidentifikasi dan
menguraikan seluruh risiko yang berasal baik dari faktor internal maupun

eksternal. Hasil identifikasi risiko digunakan sebagai:

1. bahan manajemen untuk memeringkat risiko-risiko yang memerlukan
perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan

segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut; dan

2. bahan manajemen dalam rangka mendapatkan suatu masukan atau
rekomendasi untuk menyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang

menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.

Dalam melakukan identifikasi risiko, diperlukan pemahaman sebagai

berikut:

1. Kejadian risiko merupakan pernyataan kondisional atas peristiwa/

keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau
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tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Kejadian
risiko dapat berupa sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi yaitu

kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan.

Namun demikian, kejadian risiko bukan merupakan negasi

(berlawanan) dari sasaran/tujuan organisasi.

Dampak risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan

setelah risiko terjadi.

Identifikasi risiko dilakukan terhadap Pemilik Risiko baik tingkat
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat maupun tingkat Sekretariat
Daerah dan tingkat OPD yang dibantu oleh Pengelola Risiko di setiap
Pemilik Risiko.

Proses/tahapan dalam identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

s

Setelah  disetujuinva Dokumen  Rencana  Strategis/Perjanjian
Kinerja/Penetapan Kinerja, Pengelola Risiko melakukan identifikasi
risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada

awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan
Kegiatan (SOP).

Ruang lingkup identifikasi risiko harus sesuai dengan Penetapan

Konteks sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 1.

Identifikasi risiko dilakukan dengan kategori risiko sebagaimana

terdapat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kategori Resiko

No Kategori Risiko Definisi

1 | Risiko Kebijakan| Risiko yang berkaitan dengan
ketidaktepatan perumusan dan
penetapan kebijakan internal maupun
eksternal Pemerintah Kabupaten

Halmahera Barat.
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2 | Risiko Bencana | Risiko yang berkaitan dengan potensi
terjadinya peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam |
maupun faktor manusia.

3 | Risiko Fraud Risiko yang berkaitan dengan perbuatan
yang mengandung unsur
kesengajaan, niat, menguntungkan diri
sendiri atau orang lain, penipuan,
penyembunyian atau penggelapan, dan
penyalahgunaan kepercayaan yang
bertujuan untuk memperoleh
keuntungan secara tidak sah yang dapat
berupa uang, barang/harta, jasa, dan
tidak membayar jasa, yang dilakukan
oleh satu individu atau lebih di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat.

4 | Risiko Risiko yang berkaitan dengan
Kepatuhan ketidakpatuhan Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat atau unitkerja terhadap
peraturan perundang-undangan,
kesepakatan internasional, atau

ketentuan lain yang berlaku.
5 | Risiko Risiko yang berkaitan dengan tidak
Operasional berfungsinya proses bisnis Pemerintah

Kabupaten Halmahera Barat, sistem
informasi, atau keselamatan kerja

individu.
|
6 | Risiko Risiko yang berkaitan dengan pola
Pemangku hubungan antara Pemerintah Kabupaten
Kepentingan Halmahera Barat dengan pemangku

kepentingan (Stakeholders) dan/atau
1 antar unit kerja di Pemerintah Kabupaten
\ Halmahera Barat.

4. Identifikasi risiko dilakukan pada Pemilik Risiko tingkat Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat, tingkat Sekretariat Daerah, dan tingkat

OPD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

Berdasarkan penetapan konteks Pemilik Risiko tingkat Pemerintah

Kabupaten Halmahera Barat, identifikasi risiko dilakukan dengan
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cara menarik/melihat risiko-risiko signifikan/prioritas dari register

risiko pemilik Risiko tingkat

Sekretariat Daerah dan tingkat OPD yang dijadikan bahan diskusi
oleh Pengelola Risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera
Barat yang dibantu Tim Teknis Pengelola Risiko tingkat Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat dalam menentukan/merumuskan
risiko-risiko Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Dalam hal ini
yang disebut dengan risiko signifikan/prioritas adalah risiko yang
berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian
sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat atau
risiko yang memiliki level risiko yang melekat (inherent risk) di atas

selera risiko Bupati.
b. Tingkat Sekretariat Daerah

Berdasarkan penetapan konteks Pemilik Risiko tingkat Sekretariat
Daerah, identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh kegiatan
(populasi) yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

c¢. Tingkat OPD

Berdasarkan penetapan konteks Pemilik Risiko level tingkat OPD,
identifikasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan (populasi) yang
telah ditetapkan oleh Kepala OPD atau Inspektur atau Camat.

Risiko-risiko yang telah teridentifikasi harus diberikan kode risiko.

Teknik identifikasi risiko juga dapat dilakukan melalui pertimbangan
Pendapat Ahli yaitu pandangan dari ahli terkait suatu risiko (tidak
harus menarik risiko-risiko unit kerja yang satu atau dua level di
bawahnya), misalnya para pegawai yang telah memiliki sertifikasi

keahlian manajemen risiko.

Pengelola Risiko menuangkan hasil identifikasi risiko sebagaimana

Lampiran Pedoman Nomor 4.

Jika terdapat risiko baru yang muncul dikarenakan adanya perubahan
pada aspek tertentu di Pemilik Risiko, maka jumlah risiko harus

ditambah pada register risiko triwulan berikutnya. Jika terjadi
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pergantian Pemilik Risiko, risiko pada register risiko tidak boleh

dihapus.

9. Pengelola risiko mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, referensi
bisa menggunakan contoh risiko sebagaimana terlampir dalam
Lampiran Pedoman contoh Risiko dengan memperhatikan kategori

risiko yang telah ada.

10. Risiko yang teridentifikasi bukan merupakan kalimat negasi dari target
dalam Perjanjian Kinerja. Sebagai informasi, target tidak tercapai
(negasi dari target) disebabkan karena risiko yang terjadi. Sehingga
risiko yang  teridentifikasi adalah penyebab target tidak

tercapai/proses bisnis tidak terlaksana dengan baik.

. Analisis Risiko

Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan
besaran dampaknya untuk menetapkan level risiko. Level atau status
risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan (frekuensi atau
probabilitas kemunculan) dan dampak (besaran efek), jika risiko terjadi.

Level risiko disajikan dalam bentuk matriks analisis risiko.

Analisis risiko bertujuan untuk memilah risiko berdasarkan level
guna penyusunan peta risiko dengan mempertimbangkan pengendalian
yang sudah berjalan. Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan
(probabilitas) dan dampak dari risiko. Risiko yang berdampak rendah
sedapat mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan

kelengkapan analisis risiko.

Melalui analisis risiko, Pemilik Risiko dapat menentukan prioritas
risiko yang perlu ditangani dengan kegiatan pengendalian.
Proses/tahapan analisis risiko yang dilakukan oleh Pengelola Risiko

sebagai berikut:

1) Pengelola Risiko mendapatkan hasil identifikasi risiko sebagaimana

Lampiran Pedoman Nomor 4 untuk dilakukan analisis risiko.

2) Pengelola Risiko melakukan penilaian terhadap estimasi level

kemungkinan dan dampak yang kriterianya sesuai Lampiran Pedoman
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Nomor 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

a)

b)

Risiko yang melekat (Inherent Risk)

Risiko inherent adalah risiko yang melekat pada proses bisnis.
Pengelola Risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak
risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko dan mengukur
potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi. Estimasi dilakukan

tanpa mempertimbangkan kontrol/pengendalian yang ada.
Risiko residu setelah pengendalian yang ada (Residual Risk)

Risiko residu adalah risiko yang tersisa setelah manajemen
mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dan
kemungkinan suatu peristiwa yang memungkinkan atau
risiko yang melekat pada proses Dbisnis dengan

memperhatikan pengendalian terpasang.

Pengelola Risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak
risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko dan mengukur
potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi. Estimasi dilakukan
dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada (existing
control). Jika pengendalian belum ada atau ada namun dianggap
tidak memadai, maka besaran level risiko yang melekat tidak dapat
turun atau dengan kata lain besaran level risiko residu setelah
pengendalian yang ada sama dengan besaran level risiko yang
melekat. Pengendalian yang ada juga merupakan kegiatan
pengendalian yang telah diimplementasikan pada periode

sebelumnya.

Estimasi dilakukan berdasarkan analisis atas tren data risiko yang

terjadi pada tahun sebelumnya. Apabila risiko yang diidentifikasi tidak

memiliki data historis terkait frekuensi kejadian risiko pada tahun

sebelumnya, maka estimasi level kemungkinan dan dampak dapat

dilakukan dengan menggunakan metode lain misalnya teknik

perkiraan (aproksimasi), pendapat ahli, konsensus atau pemungutan

suara oleh pihak yang berkepentingan terhadap risiko atau proses

bisnisnya. Apabila dalam satu risiko memiliki lebih dari satu dampak,
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maka estimasi terhadap dampak diambil adalah dampak yang

tertinggi.

3) Pengelola Risiko menentukan besaran level risiko dengan cara
mengombinasikan (perpotongan/koordinat) antara level kemungkinan
dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko sebagaimana

Lampiran Pedoman Nomor 3.

4) Menuangkan hasil analisis risiko sebagaimana Lampiran Pedoman

Nomor 5.
D. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko adalah proses untuk menentukan prioritas risiko,
dengan membandingkan antara level risiko yang diperoleh selama proses

analisis risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko.

Evaluasi risiko bertujuan untuk membantu proses pengambilan
keputusan berdasarkan hasil dari analisis risiko. Proses yang ada dalam
evaluasi risiko akan menentukan risiko mana saja yang membutuhkan
kegiatan pengendalian khusus dan bagaimana prioritas kegiatan
pengendaliannya. Hasil dari evaluasi risiko adalah daftar prioritas risiko
berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari hasil identifikasi risiko
dan analisis risiko serta pertimbangan selera risiko yang kemudian akan
menjadi masukan bagi proses penentuan rencana tindak lanjut (kegiatan

pengendalian). Proses/tahapan evaluasi risiko adalah sebagai berikut:

a) Dari hasil analisis risiko, Pengelola Risiko melakukan pemeringkatan
terhadap level risiko residu dengan skor risiko residu tinggi diletakkan

di urutan awal.

b) Dari hasil pemeringkatan risiko residu, Pengelola Risiko
mempertimbangkan level selera risiko yang telah ditetapkan pada

tahap penetapan konteks dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Selera risiko merupakan besaran level risiko yang berada dalam
area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan

pengendalian.

(2) Risiko yang level risiko residu di atas selera risiko wajib dilakukan
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kegiatan pengendalian untuk menurunkan besaran level risikonya
sepanjang sumber daya yang dimiliki organisasi atau unit kerja

memadai dan efisien.

c) Pengelola Risiko memilih risiko-risiko yang nilai risiko residu di atas
selera risiko untuk diprioritaskan dalam rencana kegiatan

pengendalian sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 6.

d) Pengelola Risiko membuat peta risiko atas daftar risiko prioritas

sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 7.

Peta risiko adalah gambaran tentang seluruh risiko yang dinyatakan
dengan tingkat/level masing-masing risiko. Sedangkan yang dimaksud
level risiko adalah tingkatan risiko yang terdiri atas lima tingkatan

yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
E. Respons Risiko

Respons risiko bertujuan memfokuskan perhatian Pemilik Risiko
pada kegiatan pengendalian yang diperlukan telah terjadwal dan tepat
selaras dengan akar penyebab. Respons risiko yang dilaksanakan
manajemen dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengendalian
terhadap risiko- risiko terpilih (hasil evaluasi risiko/ Lampiran Pedoman
Nomor 6) yakni menurunkan level probabilitas dan/atau level dampak
hingga mencapai level risiko yang dapat diterima (di bawah Selera Risiko)

melalui kegiatan pengendalian.

Langkah kegiatan pengendalian meliputi pengidentifikasian opsi
untuk menangani risiko, menaksir opsi tersebut, menyiapkan rencana
respons risiko dan mengimplementasikan rencana respons risiko.

Proses/tahapan respons risiko adalah sebagai berikut:

a. Pengelola Risiko dapat melakukan identifikasi terhadap akar penyebab
untuk mengetahui penyebab utama risiko melalui metode RCA (Root
Cause Analysis/Analisis Akar Masalah) sebagaimana Lampiran
Pedoman Nomor 8. Penyebab utama risiko yaitu (SM+EX) terdiri dari
Orang (Man), Dana (Money), Metode (Method), Bahan (Material), Mesin
(Machine), dan Eksternal.

Atas penyebab risiko yang teridentifikasi dilakukan aktivitas
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b.

pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan/meminimalisir
dampak (satu risiko bisa diberikan lebih dari satu RTP, setiap RTP
diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan atau meminimalisir

dampak).

Pengelola Risiko menuangkan kegiatan pengendalian terhadap
risiko-risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian
sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 9. Kegiatan pengendalian
vang dirancang harus relevan dengan akar penyebab dan sesuai

dengan sub unsur SPIP.

Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan
merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan
bukan merupakan bagian dari SOP yang berlaku karena hal tersebut
sudah menjadi pengendalian yang ada. Pemilihan kegiatan
pengendalian mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai
tambah.

c. Pengelola Risiko menentukan indikator terlaksananya kegiatan

pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian.

d. Pengelola Risiko merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan

f.

pengendalian. Target waktu pelaksanaan realisasi kegiatan
pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhadap risiko yang
levelnya lebih tinggi.

Pengelola Risiko melakukan taksiran terhadap level risiko (treated
risk/nilai risiko jika direspon) setelah mempertimbangkan kegiatan
pengendalian. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara mengestimasi
level kemungkinan dan dampak risiko. Level kemungkinan
merupakan peluang terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan
level dampak risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko
terjadi. Risiko treated adalah nilai risiko yang
diharapkan/diestimasikan dengan RTP yang akan dilakukan.

Kegiatan pengendalian yang telah diimplementasikan
dimasukkan/berubah menjadi pengendalian yang ada untuk proses

analisis risiko periode berikutnya.
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F. Pemantauan

Pemantauan adalah proses pengawasan yang dilakukan secara terus

menerus untuk memastikan setiap proses manajemen risiko berfungsi

sebagaimana mestinya.

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan

manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan

memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko.

Pemantauan dilaksanakan oleh Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko,

dan Pengawas Intern dengan penjelasan sebagai berikut:

d.

Pengelola Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh Pengelola Risiko dilakukan minimal

setiap triwulan, yang terdiri atas:

1)

2)

3)

Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian

Pengelola Risiko memastikan apakah kegiatan pengendalian
berjalan dengan baik tanpa hambatan. Segera setelah kegiatan
pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menuangkan

hasil pemantauan dalam Lampiran Pedoman Nomor 10.
Pemantauan terhadap peristiwa risiko

Segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko
(seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi sebagaimana Lampiran
Pedoman Nomor 4) tersebut dan menaksir dampaknya. Pengelola
Risiko juga mencari penyebab aktual terjadinya risiko. Pengelola
Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Lampiran Pedoman

Nomor 11.

Pemantauan terhadap level risiko aktual dan efektivitas

pengendalian.

Pada akhir tahun, Pengelola Risiko melakukan penilaian efektivitas
pengendalian atas seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi
sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 4 dengan cara
membandingkan nilai/level risiko aktual dengan nilai/level
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taksiran terhadap level risiko. Level risiko aktual diperoleh dari
melakukan penilaian risiko berdasarkan pemantauan terhadap
peristiwa risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 11. Jika
nilai/level risiko aktual lebih besar daripada nilai/level taksiran
terhadap level risiko berarti kegiatan pengendalian tidak efektif
menurunkan level risiko atau kegiatan pengendalian belum
diimplementasikan, sehingga Manajemen Risiko  harus
menambah /mengganti pengendalian untuk tahun berikutnya atau
mengimplementasikan kegiatan pengendalian yang belum
dijalankan. Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam

Lampiran Pedoman Nomor 12.

b. Unit Manajemen Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko setiap

triwulan, yang terdiri atas:

1)

2)

Reviu terhadap usulan Pengelola Risiko atas risiko baru

Bila terdapat perubahan lingkungan, kebijakan, dan kondisi sosial
membuat daftar risiko tidak mutakhir, Pengelola Risiko sewaktu-
waktu dapat mengusulkan risiko kepada Unit Manajemen Risiko
untuk direviu sehingga dapat dijadikan risiko yang teridentifikasi
oleh Pengelola Risiko. Unit Manajemen Risiko menuangkan hasil

reviu usulan sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 13.
Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian

Setiap triwulan, Unit Manajemen Risiko melaksanakan
pemantauan terhadap kegiatan pengendalian yang belum
dilaksanakan oleh Pemilik Risiko dan memberikan umpan balik
atas kendala pelaksanaan (hambatan) pelaksanaan kegiatan
pengendalian. Umpan balik (feedback) bisa saja berupa usulan dari
Unit Manajemen Risiko misalnya melaksanakan alternatif kegiatan
pengendalian yang lebih mudah, efisien, dan praktis untuk
dijalankan oleh manajemen. Unit Manajemen Risiko menuangkan

hasil pemantauan sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 14.

3) Pemantauan terhadap efektivitas pengendalian
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Setiap akhir tahun, Unit Manajemen Risiko melaksanakan
pemantauan terhadap risiko-risiko yang level risiko aktualnya
belum turun ke level yang dapat diterima (selera risiko) atau
dengan kata lain level risiko aktual yang lebih tinggi dibandingkan
dengan taksiran terhadap level risiko. Unit Manajemen Risiko juga
memberikan umpan balik berupa alternatif kegiatan pengendalian
yang lebih mudah dan praktis untuk dijalankan manajemen dan
mampu menurunkan level risiko ke tingkat yang dapat diterima.
Unit Manajemen Risiko menuangkan hasil pemantauan

sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 15.
c. Unit Pengawas Intern

Unit Pengawas Intern memastikan bahwa pelaksanaan manajemen
risiko berjalan secara efektif melalul fungsi pengawasan (pemberian
keyakinan dan konsultansi) dengan melakukan pengawasan intern
berbasis risiko yang tata caranya diatur dalam Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

Inspektorat sebagai Unit Pengawas Intern, bertanggung jawab
memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan
manajemen risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya,

Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:

1) Memberikan layanan konsultasi penerapan manajemen risiko pada

OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

3) Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang

bangun serta implementasi manajemen risiko secara keseluruhan.
G. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi (Infokom) merupakan unsur ke-empat
SPIP yang membantu manajemen dalam memastikan bahwa pengendalian
yang dirancang atas setiap risiko telah dikomunikasikan dengan pihak-

pihak terkait sehingga pengendalian tersebut dapat terimplementasi
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secara lebih cepat dan efektif. Dalam seluruh proses manajemen risiko
terdapat proses infokom. Bentuk infokom antara lain rapat berkala, dialog

risiko, penggunaan sistem informasi dan pelaporan berkala.

Rapat berkala dilakukan pada saat melaksanakan proses
manajemen risiko. Sedangkan dialog risiko dapat dilakukan setiap saat
dan tidak terbatas oleh kegiatan formal. Penggunaan sistem informasi
membantu mendokumentasikan hasil rapat berkala dan dialog risiko

untuk digunakan dalam rangka implementasi manajemen risiko.

Pelaporan berkala dilaksanakan oleh Pengelola Risiko, Unit
Manajemen Risiko, dan Unit Pengawas Intern kepada pihak yang

berkepentingan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap triwulan Pengelola Risiko menyusun laporan penyelenggaraan
manajemen risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 16 yang
diperuntukkan kepada Pemilik Risiko (untuk pengelola risiko tingkat
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat disusun oleh Tim Teknis
Pengelola Risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
berdasarkan laporan pengelola/pemilik risiko tingkat Sekretariat
Daerah dan tingkat OPD yaitu atas risiko yang berdampak langsung
maupun tidak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat atau risiko yang memiliki
level risiko yang melekat (inherent risk) di atas selera risiko Bupati).
Pada akhir tahun Pengelola Risiko juga menyusun laporan tahunan
mengenai efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana
Lampiran Pedoman Nomor 17. Pemilik Risiko tingkat Sekretariat
Daerah dan tingkat OPD menembuskan/mengirimkan laporan
triwulanan dan tahunan tersebut melalui Surat Pengantar Laporan
Manajemen Risiko sebagaimana Lampiran Pedoman Nomor 18 yang
ditandatangani Pemilik Risiko kepada Bupati Halmahera Barat
(tembusan ke Unit Manajemen Risiko Sekretaris Daerah c.q Kepala
Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat).

2. Setiap triwulan Unit Manajemen Risiko menyusun laporan kegiatan
pemantauan manajemen risiko sebagaimana Lampiran Pedoman
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Nomor 19 yang disahkan/ditandatangani Sekretaris Daerah. Laporan
tersebut dikirimkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada seluruh
OPD dan inspektorat. Pada akhir tahun Unit Manajemen Risiko juga
menyusun laporan tahunan yang juga merupakan laporan triwulan IV
mengenai efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana

Lampiran Pedoman Nomor 20.

. Unit Pengawas Intern membuat laporan pengawasan intern berbasis
risiko sesuai kebutuhan sebagaimana Peraturan Bupati tentang

Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
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BAB IV
PENUTUP

Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pendoman Manajemen Risiko
merupakan acuan dalam penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Halmahera Barat dan diharapkan dapat
diintegrasikan secara konsisten dalam setiap proses bisnis pada masing-

masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
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Nama Pemilik Risiko
Pemilik Risiko Jabatan Pemilik Risiko :

Lampiran Pedoman Nomor 1

FORMULIR PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Pemilik RisikoDikoordinasikan oleh:

Nama

Jabatan

diisi dengan nama

diisi dengan jabatan

diisi dengan nama yang mengkoordinir

diisi dengan Jabata yang mengkoordinir

Periode Penerapan

1. Sasaran Strategis /Program Pemilik Risiko

diisi dengan periode Manajemen Risiko

Nama Konteks (Sasaran :
e Strategis/Program) Pdiaton
: A RO sudah jelas...........cc. | e, ST FENOE .o crermrvessnsns
| 2. | cenndan seterusny@.....oee | eovernnnne dan seterusnya...............

l

2. Proses Bisnis Pemilik Risiko

No Aua Kor‘ltel.(s inses Indikator Kinerja Kegiatan
Bisnis)

L T eSO JC oo ] s sudah jelas..................

20 eseverind dan seterusnya.............. wweendan seterusnya.............

3. Daftar Pemangku Kepentingan

No

Daftar Pemangku
Kepentingan

Keterangan

diisi dengan pihak yang menjadi
pemangku kepentingan baik
internal maupun eksternal

isi dengan deskripsi pemangku kepentingan
dalam hubungannya dengan pencapaian
sasaran unit Pemilik Risiko dalam
hubungannya dengan pencapaian sasaran

.......... dan seterusnya...............

dan seterusnya...............

4. Selera Risiko

(diisi Selera Risiko Pemilik Risiko serta penjelasannya. Selera risiko yang ditetapkan
oleh Pemilik Risiko tingkat Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan
tingkat OPD tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko tingkatPemerintah Kabupaten
Halmahera Barat)
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Lampiran Pedoman Nomor 2

KRITERIA KEMUNGKINAN DAN DAMPAK TERJADINYA RISIKO

A, KRITERIA KEMUNGKINAN

Kriteria Kemungkinan
Level . T
Kemungkinan Persentase Jumiah frekuensi Ke;afl.lan
dalam 1 tahun dalam 1 tahun Toleransi Rendah
Hampir tidak sangat jarang: 1 kejadian dalam
LT 09 <59

terjadi (1) fatR=0ls < 2 kali 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2) jarang: 1 kejadian dalam

5% <x<10%

| 9 kalisd Skali | 4 tahun terakbir
|
Kadang terjadi (3) | cukup sering: 1 kejadian dalam
109 < 209
Msxsdlh & 5:d. 9kali 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4 sering; 1 kejadian dalam
gteradi(4) | 00 < x < 509% e ) !
10 kali s.d. 12 kali 2 tahun terakhir
Hampir pasti sangat sering: 1 kejadian dalam
e 50% < x < 100%
terjadi (5) FEn . > 12 kali 1 tahun terakhir
Keterangan:

1. Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/frekuensi), diserahkan
kepada Pengelola Risiko berdasarkan pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan
di masa yang akan datang di unit kerja.

2. Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya
(jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa
kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian risiko
toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang
waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan
kebakaran gedung, maka Pengelola Risiko dapat menggunakan kriteria kejadian

toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.
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Lampiran Pedoman Nomor 3

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Matriks Analisis Tingkat Dampak
Risiko 5x 5 1 2 3 4 5
Tidak | e Sangat
Signifik Minor ‘Moderat Signifikan Signi'f%lian
Hampir
5 pasti 9 15 18 23 25
terjadi
: Sering 6 12 16 19 24
terjadi
@ 3 Kadang 4 10 14 17 22
5 terjadi
2
2
S | Jarang 2 7 11 13 21
S terjadi
&b
=
= Hampir
1 tidak 1 3 5 8 20
terjadi
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Lampiran Pedoman Nomor 7

PETA RISIKO

A. Peta
Matriks Analisis ___ Tingkat Dampak .
Risiko 5 x 5 1 e 5
| | Tidak b0 b L Gan
Shnifian | 0T | VO BRG] e
[ Heomor =
S pasi
: terjadi
- _ terjadi
Siaj e
= | terjadi
S | .| Jarang
g |
e 21 terjadi
= Hampir
1| tidak
: terjadi

B. Level Risiko

Level Risiko Besaran Risiko Warna
Sangat Tinggi (5) 20s.d 25 Merah
Tinggi (4) 16s.d 19 Oranye
Sedang (3) 12sd 15 Kuning
Rendah (2) 6sd 11 Hijau
Sangat Rendah (1) 1sd5 Biru

Keterangan :

Pengelola Risiko membubuhkan simbol $ada Bagian Peta huruf A (yang

merupakan skor risiko residu setelah pengendalian yang ada perpotongan

frekuensi dan dampak)

35



(g wojoy) qeqaduad

9¢€

Jexe eAulpefsay epuiySusw ynyun Suedsuedip £ wojoy eped (¥ Aym) qeqaduad eAurpelia) uesee 1s1Qq L wojoy
urdur Sued uerjepuaBuad uejeiday Isiq : QT wo[oy 9 wojoy eped (g Aym) qeqakuad efuipelia] uesele Is1( g wojoy]
qeqafuad apoy st 6 wojoy ¢ wopoy eped (z Aym) qeqafuad eAurpelial uese[e st G wojoy
‘G Aym ueSuap redwes 7 Aym e8nl
und ny1daq ‘nies LIep Yiqa| ISIp ¢ wojoy eped (T Aym) qeqadfuad elulpelial uesee 1sii( $ wrojoy
jedep qeqaduad ey ' Aym ueBuop 1eduwes 7 wojoy
ueyrean8uaw niad yepn eyew ‘s AYym win[agas euewiedeqas oyisll eAulpeliay Suns8ue| qeqaduad 1srq ¢ g wojoy
ueynwallp yepns qeqadAuad Jexe eyil unwep Z WOo[0Y 9 JOWON Uewopad
Jdgyedsy/1eul) geqeafuad Jede upynuousw ueaidwe| euewredeqas odisLt ueejedurad 1s1(] ¢ 7z wojoy
redwes eAusnislas uep g9  Aym  WO[OY G wiojoy f JOWON
ueydisis exyew (2 wojoy) § Aym/qeqakuad uewopaq uedidwe ] eueweSeqas oyISLI 9poy ISI( T wojoy
eAuipelia uesefe jedep.aa; yisew uejeliaqunyey isitq ¢ (q)anng
eyl -(arpjeasy qeqafuad) qeqaduad Jexe 1S ¢ g WO[OY oyisu yiiwad eweu st ¢ (e)ang
‘uedueaalay
o1 6 8 L g ¥ £ ¢ I
5“%%““_& ﬁummm& ﬁ.ﬁwﬁ& SAYM | vAym | sdym | zAym | vAym | oxispy ueeiefurdgy | apoy
(q) s unye,
() wooveeeeereeeees OISy NI[IWag BWEN

(SISATVNV ASNV) L00Y) HYTVSYIN MWV SISITVNY

g JowoN uewopad uesiduweT




LE

uelepua8uad uejeiday vurduaiueduap

6 JoWON Uewopad uedidwer]

NVITVANAOINAd AVANLL VNVONITY

uejreydaq duek Jids Insun qns eweu Isii( 9 Wojoy]
€ JowoN uewopad uendwe] eped oyisu (0T wojoy g 10WoN UBWOPad
SISI[EUB SYLIJBW UB)IBSEP.Iaq OYISLI [9A3] ISII(] Z1 wojoy| ueaidwe noe8uaw jedep) uerepuaduad uejerday 1si( G Wojoy]
ueynye[p uexduosoyip jedep $ wojoy
S wojoy eped ueepuaduad ueieiday euedUAI eyew yedwep 1dueinduaw yejepe ¢ wojoy eif ‘(6
e[iqede oyIsL1 eAuipel1a] yedwep 1eqiu st TTwojoy uerdweT] g wojoy noedusw jedep) qeqafuad Jexe 1st( f wojoy
ueAne(p S Wojoy
eped uerepua8uad ueje8ay eueduas ejiqede (o3isua yedwep neye/uep [suansa.yj
o¥IsLI eAurpelia) ueurySunway [e[iu Is1(] 0T Wwoloy] 18ueanduawr) uerepualuad uejeiday uen(ny 1s1(q £ wojoy|
uelfepuaduad uelei8ay eurd U Z WO[0Y g JoWo N uewopad
seje ueeuesyejad ue[nMLI BUBDUAI IS[I(] : 6 WOJOY ueaidure] euewiedeqas oyisi ueeeAutad 1s1(q Z wojoy]
eAUUIR] yNJUaq neje iseyide
‘uswnyop edniaq ueiepuaduad ueje(Soy 6 WO[0Y 8 JOWON
uelen[ay ueyedniaw Suef Jojeyipul ISI( : 8§ WO[OY uewopa uerrdwe] euewteleqas qeqaduad apoy 1Sl 1 wojoy
‘uerepus8uad uejei8ay uejeliag unyey 1stiqg (q) anang
ueyeuesye[aw 3ued jeqelad/yeyrd suqg [ Wojoy OYISLI ¥I[twad eweu Is1i(] (e) anng
‘uedueialay
T 1T 0L 6 8 L 9 S {4 € Z
OISy yedwe( | isuanyaayj didS
12497 : nep\ | ueIEnjay qeme| InsHR s ueljepusaduad | qeqoduad | ojisty OMISTY apox
jodie] | Joyexipuj  SunSSueuag ueleiday] ueeleAUlad | uodsay ueeieAuis g
suodsaiip SueA oxqisny ; | IsexqiIsep|
ﬁﬂw ...................................................... c::mrﬁ.
Hmu ........................................ ov:m_”— x——mgmﬁ—




8¢

niyemiadiey
1ensas ueyisesijeadlp wnjoq ueljepusafuad G W00 6 10WON UBIOPa]
uejei8ay eyil ejepuay/uelequey UBRIN IS g wojoy ueardwe| euewnredeqas uerjepusfuad uejerday 1slq @ § WOOY
ueljepuaduad uejeiSay Z WOJ0Y 6 1OWON UBWOpPad
ueeuesye[ad npjem Ises(jeas [e83uey 1sng [ Woloy ueaiduwre] euewiedeqas oyistl ueeefusad [siq @ Z Wojoy
6 WO[0Y 6 10WON UBWOpPad T WOJ0Y § JOWON
uegidwe] euewie8eqas UBINMLI) BUBOUAL [ST(] 9 Wwojoy uewopad ueardwe] euewredeqas qeqaduad apoy ISI : T Wo[oy
g w00y 6 Jowo N uewopad uerdwer]
BUBLITEZE]IS UBIEN[AY JOIBNIPUL ISII S uojoy uefeliaq uepnmin sng ¢ (9)anng
[ WOJ0Y g JoWOo N Uuewopad
ueardwe] euewre8eqas ueiepusa8uad uejei8ay ueelisqunyeyisig :  (q)aang
ueyeuesyejow Sued jeqefod/yeyid suq sng + wojoy] oyistt yijiwad eweu s ¢ (e)Jdang
:ueduelalay]
8 L 9 S ¥ € Z T
ejepuayy nyem (uerengay) qeme( ueijepuaduadg OYISTY
Juelequiey ISesijeay npEMIedany, lojeyipuj Sun88ueuag uejeidoy ueejeAlLiag apoy

NVITVANIONAd NVLVIDIN NVNVINVINEd ¥VLAVd
071 JowoN uewopaqd uediduwer]



(uex8uosoyi jedep ‘eAuwin|agas ISENJNUIPLIAY
winjaq qeqakuad eyif) qeqeduad ueyeque;

6€

(uexBuosoyip jedep ‘eAuwin(aqas 1Se}RULPLIN
wnjaq o3ISLI YIf) g Wojoy { JOWO N Urwopad

uesiedniaw Sued qeqaduad apoy ueduap isi( 8 Wojoy ueaidwe] euewie8eqas oyisil ueeyefudad 1s1q € wojoy]
oxIstl empstiad notwad Bojouoay ueduap st [ Wwojoy ipel1a3 Sued oyisii/ueipeloy eweu SN Z Wwojoy
(ueySuosoyip jedep ‘eAuwinjogas
ISeqJRUaPLIA) Wwnfaq oNIsLI eyif) g wo[oy ¢ JoWoN
oyisny yedwep 1oys ueduap Isi( g wojoy] uewiopad uedidwe] eueweSeqas oyISLI apoy I1S1( T wojoy
uerpelay jedway ueSuap isug G wojoy uefeliaq uenmLa Isud (o) .mng
uefeliaq unyey 1siq (q) .ang
uefpelay [e33uey uedusp Isnq ¥ wojoy| oyIst yIjiwad eureu st (e) anng
:ue8uedanay
8 L 9 S ¥ € 4 T
Gpdiag | owbmiad | oedwng | Gl | SRR | oy wommiued | omieued eiwin | spox
) e UB[NMILL],
() oo ; unye.
O R O3ISTY 1WA

OMISTY VMILSIHHd dVAVHYAL NVAVLNVINHd

11 JowoN uewopad uedidwe




0¥

Jnedau 1ejiutaq T wojoy eped 11 Wo[oy ¢ JOWON UewWopad ueirdurer]
oyIsLI te[iu exif ueyreqtad [sepuawioyad Isly] : T wojoy] euewie8eqas oyisil eAurpelia) yedwep tefiu 1Si@ G wojoy
6 01 wWo[oy 6 lowoN ueuwopad ueridures]
wojoy uedusap g wojoy eped exdue yIsias isiiq : QT Wo[oY] euewedeqas o¥Isul eAuripeliay ueurydunway B[IU ISI] : 4 WO[OY
£ JowopN uewopad uesidwe] eped oyisu unye;
SISI|EUE SYLIJEW UBMNIESEpPIaq OYISLI [9A3] ISII(] : 6 WOJOY] 1 eweas (71 ueardwer) oyisit ueipe(dy yejwn( 1siq : € wojoy
(11 Jowopn uewopad
ueatdwe] ep uemnduisay) enpje oxisL 9 WOOY { JIOWO N
ueanyn8uad ueyieseptaq yedwep [9A3] ISI] @ G WO[OY uewopa uelidwe ] euewedeqas O}ISLI BWeRU ISII(] : Z WO[OY
(11 JowoN uewopad
ueardwe] Lep uenduwisay) [eniye oyISL G Wo[oY §JowWoN
uermyjn3uad ueyJeseptaq [SUANN.J [PAJ] ISII] : £ WO[OY uewopaq uesidure] euewedeqas oyISLI apoy ISU(J : T wWo[oy
ZT WOoJ0Y 6 JOWON UBWIOPS] ueeliagunyeysiig :  (q)nang
ueridwe] euewreSeqas oyISLI [9AJ] ISI] ¢ 9 WOJOY| oyist yiiwad eweu st ¢ () nng
: ueSueta3ay
11 0L 6 8 L 9 5 i4 € _ 4 1
oISty Nedweq | 1suonyaayg oISty wyedweq 1suonyousy | YNUELL oISty
Isepuauioyay | Iseiaaq IB[IN TefIN . oyISTY i apoy
. : ueelefiLiag
[ENIY OMISTY [9A9] suodsadiq Suek oxispy ueipe(ay

OMISIY THAHT NVOVLNVINAd ¥V.LAVd

Z1 JowoN uewopad uedidurer]



15 4

ye[o3ip ONISLI uB[nsn By uesee1s11( : 9 WO[0Y]

Nejoyp oxisLi uensn exil (A) 1suq : § wojoy

ewiLIayip oxIstt uensn eqil (A) 1stiq ¢  urojoy|
ueynsnSuaw Fuek oxisi {ijiwad Jun eweU ISH( : § WOJOY
O3ISLI UB[NSN SBI. UBIRIN ISII(]: Z WO[OY

JNIN JOWOU ISI(] : T WOy

uere(req unyel isuq : (q) Jmng

uefeliaq uenmern isi( : (e) Jang

€1 JoWoN URWOpa  uelidure]

‘ueduess1a)y]
- 9 9 ¥ € Z 1
yNepoaq exif uesery Mu—ou_n G psubiod o : e ON
S = niAay smeis Hijwag jun uejeAWIad UBnSM
ﬁﬁu ..................................... ._lm.—l—:mr_“.

MAved OMISIY NVTINSA NIATY



v

ueyisesi{eadip wnjaq ededuaw uedueIalay ISl : L WO[OY
uerepuaduad uejeiday eueoual ueyisesiealaw wnjaq Sued qemelBun88ueuad uejeqel 1suq 9 wWoloy
Isesijeaual wnjaq 3ued uerepusfuad ueiei8ay eueoual Liep qeqafuad spoy IS ¢ G wWO[OY
Ises][eaJa) winjaq Sued uejepuaduad uejerdey eueouad Liep oyisil ueeieAutad 1SKq ¢ § WOOY
0T JowopN uewopad uediduie g wojoy euewWeSeqas UB[NMLI) BUBJUAIISI(]  © £ WO[0Y]
071 JowoN uewopad uediduie] g wojoy euewieSeqas ueiepusfuad ueieday 1Sl : Z WOOY
nIn Jowou s I wojoy
ueleliaq unyeyisitq ¢ (q)Jmang
ueeliaq uemmin istuq  : (e)aang
:uedueaalay
4 . 9 S 4 € & I
uesueialoy qeme| Sungdueuayg QNMMMM& OMISTy ueeleAuiag MMMH” :MMM%MMMMMM& oN
(@) unyey,
() oo UR[NMLIL

ISVSITVAYAL WNTdd DNVA NVITVANAONAd NVLVIDAA VNVIONIY ¥V.14Vad

¥1 JowopN uewopad uedidure]




&b

ueynpiadip Suek uejnfue| uexepun uep epn neye juyays yeyede uedueaalay ISl : L WO[0Y
ONISLI YI[IWad ISl : 9 WOojo)]
¢ JowoN uewopa uenduwe] g wojoy eurwWESeqas ONISLI [2A] ISII(] : G WO[OY
0T JowoN uewopa ] uerrdwer] ZT woloy eueweSeqas ONISLI [2A3] ISII(] : § WO[OY]
6 JowoN uewopad uerduwe] ¢ wojoy euewredeqas qeqaiuad apoy 1sii( : § WO[OY]
9 JowopN uewopad uesiduie] eped 7 wojoy euewieSeqas O}ISLI BWERU ISTI(] : 7 WOJ0Y|
g JOWON uewopad uelidwe] eped T wojoy euewedeqas 0)ISLI 3poy IsIi(] : T WO[0)]
uepellaq unyelsng: (e)anang

‘ueduelalay|
L ; 9 S i € Z I
Iejuawioy]/uepnsp) ; fenjy suodsaaip : ONISTY
uesue.aa3ay SHE HIERR OYISTY Suek oyisTy qeqaduog epoy ueejeduiad oA
(g) o unye],

GT JowopN uewopad uedidweq

NVITVANIONHd SV.LIALLMI4E dVAVHYHEL NVNVLNVINAd



Lampiran Pedoman Nomor 16

LAPORAN TRIWULANAN PENGELOLA RISIKO

.....BERISI KOP SURAT OPD....

Nomor : .....diisi tanggal.....
Hal
Lampiran :

Yth. .... (Diisi nama Kepala OPD) ....
di ... (Diisi nama Kabupaten) ...

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman
Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan ini kami
sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan ....(diisi nama unit
kerja OPD)..... triwulan ...

tahun...... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan
Surat Tugas....(diisi Kepala OPD)... Nomor ... Tanggal hal penyusunan laporan
penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan  (diisi nama unit kerja OPD)....

triwulan ..... tahun ....

2. Tujuan Penugasan
Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai
implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan
hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi dalam rangka mencapai tujuan

Pemilik Risiko.

3. Ruang Lingkup Penugasan
Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan ...(diisi nama unit Kerja
OPD)..... dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang
dilaksanakan sampai dengan triwulan ..... tahun .....

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan ... Tahun .... sebagai
berikut:

a. ldentifikasi Risiko
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Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (Populasi Risiko). Daftar

risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (Daftar risiko

mengacu pada Lampiran Pedoman ini)

b. Jumlah usulan risiko sebanyak ... risiko yang telah diusulkan kepada Unit

Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No. Nama Usulan Risiko Usulan Kode Risiko

5 |2

2.

dst.

c. Analisis Risiko

: 3

Jumlah risiko yang belum ada existing control sebanyak ...... risiko atau ......%
dari jumlah/populasi risiko.

Jumlah risiko yang sudah ada existing control namun belum memadai (masih
berada di atas selera risiko) sebanyak ... risiko atau ......% dari jumlah/populasi
risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2. (Daftar risiko

prioritas mengacu pada Lampiran Pedoman ini)

d. Evaluasi Risiko

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (...% dari ...
risiko). Daftar risiko prioritas dapat dilihat pada Lampiran 3. (Daftar risiko

prioritas mengacu pada Lampiran Pedoman ini)

e. Kegiatan pengendalian

1)

2)

3)

4)

Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan ...
sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat
dilihat pada Lampiran 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada
Lampiran Pedoman ini)

Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan
... sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.

Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ...
yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau ...% dari
kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan Kkegiatan pengendalian dapat
dilihat pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatanpengendalian mengacu pada

Lampiran Pedoman ini).

Pemantauan Keterjadian Risiko
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Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan ... sebanyak ...
kejadian. Daftar pemantauan Keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6.

(Daftar kejadian risiko mengacu pada Lampiran Pedoman ini)

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaannya, kami ucapkan

terima kasih.

Jabatan Pengelola Risiko,
ttd dan cap

Nama Pengel isiko
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Lampiran Pedoman Nomor 17

LAPORAN TAHUNAN PENGELOLA RISIKO

BERISI KOP SURAT OPD

..... diisi tanggal.....

Nomor
Hal
Lampiran

Yth. .... (Diisi nama Kepala OPD) ....
di ... (Diisi nama Kabupaten) ...

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor ... Tahun 2022 tentang
Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,
dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan
..... (diisi nama unit kerja OPD)..... tahun...... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan
Surat Tugas ... (diisi Kepala OPD) ... Nomor ... Tanggal hal penyusunan laporan
penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan...... (diisi nama unit kerja OPD).....
tahun ...
2. Tujuan Penugaan
Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan
sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan
melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi dalam rangka mencapai
tujuan Pemilik Risiko.
3. Ruang Lingkup Penugasan
Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan (diisi nama unit kerja OPD)
dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan
sampai dengan triwulan [V tahun .....
1. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun ..........
sebagai berikut:
a. Identifikasi Risiko
Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (Populasi Risiko). Daftar
risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (Daftar risiko

mengacu pada Lampiran Pedoman ini)
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b. Jumlah usulan risiko sebanyak ... risiko yang telah diusulkan kepada Unit

C.

Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No. Nama Usulan Risiko Usulan Kode Risiko

1.

2.

dst.

Analisis Risiko

a.

b.

Jumlah risiko yang belum ada existing control sebanyak ... risiko atau ....... %
dari jumlah/populasi risiko.

Jumilah risiko yang sudah ada existing control namun belum memadai (masih
berada di atas selera risiko) sebanyak .. risiko atau ... % dari
jumlah/populasi risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2.

(Daftar risiko prioritas mengacu pada Lampiran Pedoman ini)

d. Evaluasi Risiko

e.

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (.....% dari

risiko). Daftar risiko prioritas dapat dilihat pada Lampiran 3. (Daftar risiko

prioritas mengacu pada Lampiran Pedoman ini)

Kegiatan Pengendalian

1)

2)

3)

4)

Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan 1V
sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat
dilihat pada Lampiran 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada
Lampiran Pedoman ini)

Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan
IV sebanyak ... atau ......% dari ... Kegiatan pengendalian.

Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ...
yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau ...% dari
kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan Kkegiatan pengendalian dapat
dilihat pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatanpengendalian mengacu pada

Lampiran Pedoman ini).

Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak ...

kejadian. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6

(Daftar kejadian risiko mengacu pada Lampiran Pedoman ini)

g. Pemilik risiko menetapkan selera risiko sebesar Berdasarkan hasil pemantauan
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dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan 1V, jumlah risiko yang berhasil
turun ke level yang dapat diterima sebanyak risiko (mengacu pada Lampiran
Pedoman ini) atau dari total risiko yang teridentifikasi.

h. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak
........... risiko (mengacu pada Lampiran Pedoman ini) atau persen dari total risiko

yang teridentifikasi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaannya, kami ucapkan terima kasih

Jabatan Pengelola Risiko

Tanda tangan dan cap

Pengelola Risiko
Nip.
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Lampiran Pedoman Nomor 18

SURAT PENGANTAR DARI PEMILIK RISIKO ATAS LAPORAN TRIWULANAN/TAHUNAN
OPD

BERISI KOP SURAT OPD.

Nomor
Hal
Lampiran

Yth. .... (Diisi Bupati Halmahera Barat) ....
di ... (Diisi nama Kabupaten) ...

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman
Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan ini
kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan ....(diisi

nama unit kerja OPD)..... triwulan / tahun...... sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaannya, kami ucapkan terima

kasih.

Jabatan Kepala OPD,

tdt dan cap

Tembusan:
Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat selaku Unit Manajemen Risiko
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Lampiran Pedoman Nomor 19

LAPORAN TRIWULAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

BERISI KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

Nomor
Hal
Lampiran

Yth. .... (Diisi Bupati Halmahera Barat) ....
di... (Diisi nama Kabupaten) ...

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman
Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan ini kami
sampaikan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada seluruh
Pengelola Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat triwulan ... tahun......

dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan
Surat Tugas....(diisi diisi Sekretaris Daerah)... Nomor .... Tanggal  hal penyusunan
laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada seluruh Pengelola
Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat..... triwulan .... tahun .....

2. Tujuan Penugasan
Kegiatan penyusunan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko
bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada Pemilik Risiko yang memerlukan
solusi/rekomendasi dan melaporkan hal- hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi
dalam rangka mencapai tujuanPemilik Risiko.

1. Ruang Lingkup Penugasan
Kegiatan pemantauan manajemen risiko dilakukan terhadap 1 (satu) Pengelola Risiko
tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, ... Pengelola Risiko tingkat
Sekretaris Daerah, dan ... Pengelola Risiko tingkat OPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat pada triwulan ...... tahun ......

2. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan [V Tahun .... sebagai
berikut:

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko
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Jumlah usulan risiko/tambahan yang teridentifikasi sebanyak ...... risiko. Daftar usulan

risiko sebagai berikut:

Nama Usulan Usulan Kode Pemilik Stat'us
No. ol i e (Diterima/
Risiko Risiko Risiko :
Ditolak)
1.
2.
dst.
a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak .......... risiko (% dari .........
risiko).
b. Daftar Pengendalian yang ada
1. Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak ..............risiko atau ..........%

dari jumlah risiko.

2. Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian yang ada namun belum memadai

sebanyak ... risiko atau % dari jumlah risiko.

c. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan ..

sebanyak .... kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang

telah terealisasi sebanyak ... atau % dari

d. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan sebanyak

kejadian.

..... kegiatan pengendalian.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaannya, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Seluruh Kepala OPD

Sekretaris Daerah Halmahera Barat

ttd dan cap

Nama Sekretaris Daerah

2. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat
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Lampiran Pedoman Nomor 20

LAPORAN TAHUNAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

.BERISI KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH..

..... diisi tanggal.....
Nomor
Hal
Lampiran

Yth. .... (Diisi Bupati Halmahera Barat) ....
di ... (Diisi nama Kabupaten) ...

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman
Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan ini kami
sampaikan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada seluruh
Pengelola Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun...... dengan

uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan
Surat Tugas ... (diisi Sekretaris Daerah). Nomor ... Tanggal ......c...... hal
penyusunan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada

seluruh Pengelola Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

2. Tujuan Penugasan
Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan
Pengelolaan Risiko bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pengelola
Risiko dalam mengelola risiko.

3. Ruang Lingkup Penugasan
Kegiatan ini dilakukan terhadap seluruh Pengelola Risiko beserta risiko dan kegiatan
pengendaliannya yang dilaksanakan selama tahun .........

1. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun ... sebagai
berikut:

a. Jumiah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko

b. Jumlah usulan risiko/tambahan yang teridentifikasi sebanyak ..... risiko. Daftar
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C.

usulan risiko sebagai berikut:

Nama Usulan Usulan Kode Pemilik S_Itat_us
i Risiko Risiko Risiko (et
Ditolak)
2.
dst.
Analisis Risiko
1) Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak risiko atau .... % dari

jumlah risiko.
2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian yang ada namun belum memadai
sebanyak ............ risiko atau ............% dari jumlah risiko.
Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak .... risiko ( % dari ...
risiko).
Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan IV
sebanyak ... kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang
telah terealisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak ... atau ...% dari kegiatan
pengendalian.
Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan 1V sebanyak
kejadian.
Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan 1V,
jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak ... risiko
atau ...... persen dari total risiko yang teridentifikasi.
Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak ...
risiko atau ..... persen dari total risiko yang teridentifikasi. Daftar risiko tersebut

sebagai berikut:

Nilai Nilai
No | Risiko | Treated | Risiko
Risk Aktual

Pemilik Usulan Kegiatan
Risiko Pengendalian
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Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaannya, kami ucapkan terima
kasih.

Sekretaris Daerah,

ttd dan cap

Nama Sekretaris Daerah

Tembusan:
1. Seluruh Kepala OPD
2. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat
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